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PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lahat Nomor -~- Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupat:i. tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat IT dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ' 

7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Ret:ribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
qo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntD.ng Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) 
set-agairoima telah bcbcrapa kali cliubah terakh1r dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor 5679) , 

9. Peraruran Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang Kedudukan 
Protokoler dan Kc.uAngan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyal Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tnmbahan Lembaran Ncga:nA Rcpublik Indonesia Nomor 
4416) scbagaunana tclah diubah bcbcrapa kal.a. terakhir dcngan 
Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaban 
Kcuga AI.Qs Pera.tu.ran Pemcnntab Nomor 24 Tohun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Plmpman dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembru-an Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4712) ; 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tabun 2005 tenta.ng Pengelolaan 
Keuangnn Sadan Layanan Umum (Lcmbaron Negara Rcpublik R1 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R1 Noroor 4502) 
IK'bagaunana tclab chubnh dengan Peraruran Pcmcnnt.ah Nomor 74 
Tnhun 2012 (u-mbaran Negara R1 Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lcmbaran Negara R1 Nomor 5430), 

J J. Pt'raruran Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangun (Lembaran NcAArn Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
4575); 

12. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Si.stem 
lnformasi Kcunngnn Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor l38, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) !ICbagaunana tclah dJubah dengan Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahnn Lembaran Negara 
Rcpubhk Indonesia Nomor 51551; 

13. Pcraturan Ptmerintah Nomor 8 Tahun 2006 lcnlang Pelaporan 
KeuangAn dan K.inerja lnsta.ns1 Pemcnntab (Lembaran Negara 
Republik lndones1n Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik lndonctna Nomor 4614); 

14, Peraturnn Pcmenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stnndar 
Alwntans1 Pcmenntahon (Lembaro.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoneSJa 
Nomor 5165); 

15. Pcnlluran Pemenntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PinJaman 
Duerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tombahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Pcroturan Pemenntnh Nomor 2 Tahun 2012 rentang Hibah Daerab 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Pcraturan Pcmerinlnh Nomor 12 Tabun 2019 Lentang Pengelolaan 
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara RepubWc lndonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
b322); 

18. Pernturan Mcnteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana te1ah bt:berapa 
kah diubah tcrakhir dengan Peraruran Mentcn Dalanl Negeri Nomor 
21 Tahun 20 I I 1ent11ng Pcrubahan h:f"dua Atas Pcriituran 1en en 
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Menetapbn 

Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Oaerah; 

19. Peraturan Dacrah Kabupaten l..ahnl Nomor 13 Tahun 2008 lenLang 
Pokok-Pokok Pcngclolaan Kcuangan Oaerah (Lembaran Daerah 
Kabupalea Labat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana Lelah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupatcn Lah_at Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lah_al Nomor 
13 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten LahatTahua 2012 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat. Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapaum dan Belanja Daerah Kabupatcn Lab_at Tahun 
Anggaran 2019 (l..cmbaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 
Nomor 10); 

21. Pcraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 05 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupatcn Lahat Tahun 2019 
Nomor05); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor .. ~ ..... Tahun 2020 ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa 
Dacrah Tahun Anggaran 2019 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Labat 
Tahun 2020 Nomor .. ~ .. I; 

MEMUTUSKAN : 

PERATUR.AN BUPATI TENT ANG PENJABARAB 
PERTANOGUNGJAWABAN PEJ,AKSA!IAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TABUN ANGGARAN 2019. 

Pasal l 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggsmm 2019 terdiri da:ri : 
a . PendapaLan 

1. PendapaLan Ash Daerah Rp. 199.083.914.527,35 
2. Dana Perimbangan Rp. 1.609.98 L.025.056,00 
3 . Lain- lain Pendapatan Daerah yang sahRp. 467.608.653.716,55 

Jumlab Pendapata.n Rp.2.276.673.593.299,90 

b. Bclanja 
1 Belanja Tidak Langsung 

a. Belanja Pegawai Rp. 625.732. l38.548,00 
16. 120.262.000,00 

247.500.000,00 
b . Belanja Hibah Rp. 
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pcmerintah 
Desa Rp. 4 .546.660.000.00 

e. Belanja Bantuan Keuangan kcpada 
Provinsi / Kabupaten/ Kota dan 
Pemerintah Cesa 

f. Belartja Tidal< Tcrduga 

2 . Belanja Langsung 
a . Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang clan Jasa 
c. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Deflalt) 

Rp. 430.366.784 .568,00 
Rp. 1.544.747 .788,00 
Rp. l .078.558.092.904,00 

Rp. 18.906.213.117,00 
Rp. 523.570.526.225,45 
Rp. 396.808.861.445.88 
Rp. 939.285.600.788,33 

Rp. 2 .017.843.693.69:;i ,33 

Rp. 258.829.899.607,57 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
JumJ.ib Peiiil>layUD Retto 

Slaa Lebih Pemhlayun Angga.ra.n 
TahUD berkenaan 

Pasa12 

Rp. 
Rp. 

84. 114.066.648,28 
0.00 

84.114.066.648.28 

Rp. 342.943.966.255 ,85 

Riogkasan Laporan Realisa.si Anggaran sebagaimana dirnaksl.ld dalam 
Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Labat ini. 

Pasa13 

Riogkasan Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 1 d.irlnci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi 
Anggaran. 

PasaJ 4 

Pe.njabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pa:sal 3 tcrcaotum dalam lampiran U Peratu.ran !Bupati inL 

Pasal 5 

La:mpiran sebagairnana dimaksud dalrun Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak lerpisshkan dari Peraturan Bupati 
Lahatini. 

Pasa16 

Peraturan Bu pa.ti ini mullai berlaku pn.dA umggal diUndangkan. , 
Agar setiap orang menget.ahuinya. memerintahkan pengundanga.m 
Peraturan Bupati ini deogan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lo.hat. 

Diundangkan di Labat 
pada t.nnggal \0 - 08 · 2020 

~S DAERAH KABUPATEN LAHAT, 
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